
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan 
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng 
garaan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa di Provinsi Jawa Tengah, serta dalam 
upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, dipandang 
perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah 
Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a maka, di pandang perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2017. 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA 
DI PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2017 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 48 TAHUN 2016 

TENT ANG 

GUBERNUR JAWA TENGAH GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 48 TAHUN 2016 

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA 
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH,

M enim bang : a. bahw a dalam  rangka  op tim alisasi penyelenggaraan 
p em erin tah an  desa, p e lak san aan  pem bangunan  desa, 
pem b inaan  kem asyaraka tan  desa, dan  pem berdayaan 
m asy arak a t desa  di Provinsi Ja w a  Tengah, se rta  dalam  
up ay a  percepatan  penanggulangan  kem isk inan , d ipandang  
perlu  m em berikan  B an tu an  K euangan kepada  Pem erintah 
Desa;

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana  d im aksud  
h u ru f  a  m aka, di pandang  perlu  m ene tapkan  P era tu ran  
G u b ern u r ten tan g  Pedom an Pem berian B an tu an  K euangan 
K epada Pem erin tah  D esa Di Provinsi Ja w a  Tengah T ahun  
2017.

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 10 T ahun  1950 ten tang  
P em ben tukan  Provinsi Ja w a  Tengah (H im p u n an  P e ra tu ra n -  
P e ra tu ra n  N egara T a h u n  1950 H a lam an  86-92);

2. U ndang-U ndang Nomor 28 T ahun  1999 ten tan g  Penyeleng
garaan  Negara Yang Bersih D an B ebas Dari Korupsi, Kolusi 
d an  Nepotisme (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun 
1999 Nomor 75, T am bahan  L em baran  Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3851);

3. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  2004 ten tang  Sistem  
P erencanaan  Pem bangunan  N asional (Lem baran Negara 
R epublik Indonesia  T ahun  2004 Nomor 104, T am bahan  
L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);

4. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang  
P em ben tukan  P e ra tu ran  P eru n d an g -u n d an g an  (Lembaran 
N egara Republik Indonesia  T ahun  2011 Nomor 82, 
T am bahan  L em baran Negara R epubik Indonesia  Nomor 
5234);

5. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tang  Desa 
(Lem baran N egara R epublik  In d on esia  T ah u n  2 0 1 4  Nomor 7, 
T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5495);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Inonesia Nomor 5589}; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 7); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 65); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

6 . U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  
P em erin tahan  D aerah  (Lem baran Negara Republik Indonesia 
T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  L em baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaim ana telah 
beberapa  kali d iubah  te rak h ir dengan  U ndang-U ndang 
Nomor 9 ta h u n  2015 ten tan g  P e ru b ah an  K edua Atas 
U ndang-U ndang Nomor 23 T ah u n  2014 ten tang  
P em erin tahan  D aerah  (Lem baran N egara Republik Indonesia 
T ah u n  2015 Nomor 246, T am bahan  L em baran Negara 
R epublik Inonesia  Nomor 5589);

7. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 58 T ahun  2005 ten tang  
Pengelolaan K euangan D aerah  (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2005 Nomor 140, T am bahan  Lem baran 
N egara Republik Indonesia  Nomor 4578);

8 . P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 79 T ahun  2005 ten tang  
Pedom an Pem binaan D an Pengaw asan Penyelenggaraan 
P em erin tahan  D aerah  (Lem baran N egara Republik Indonesia 
T ahun  2005 Nomor 165, T am bahan  L em baran Negara 
R epublik Indonesia  Nomor 4737);

9. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 39 T ah u n  2007 ten tang
Pengelolaan Uang N egara /D aerah  (Lem baran Negara 
R epublik Indonesia  T ahun  2007 Nomor 83, T am bahan  
L em baran  Negara Republik Indonesia  Nomor 4738);

10. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 43 T ah u n  2014 ten tang
P e ra tu ran  P e laksanaan  U ndang-U ndang Nomor 6  T ahun  
2014 ten tan g  D esa Lem baran N egara Republik Indonesia 
T ahun  2014 Nomor 123, T am bahan  L em baran Negara 
R epublik Indonesia  Nomor 5539) sebagaim ana telah 
d iu b ah  dengan  P era tu ran  Pem erin tah  Nomor 47 T ahun  2015 
ten tan g  P eru b ah an  Atas P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 43 
T ahun  2014 ten tang  P e ra tu ran  P e laksanaan  Undang-
U ndang Nomor 6  T ahun  2014 ten tan g  D esa Lem baran 
Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 Nomor 157, 
T am bahan  L em baran Negara R epublik Indonesia
Nomor 5717);

11. P e ra tu ran  D aerah  Provinsi Ja w a  T engah Nomor 1 T ahun  
2008 ten tan g  Pengelolaan K euangan D aerah  (Lem baran 
D aerah  Provinsi Ja w a  Tengah T ahun  2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1, T am bahan  L em baran D aerah  Provinsi Jaw a  
T engah Nomor 7);

12. P e ra tu ran  D aerah Provinsi Jaw a  Tengah Nomor 5 T ahun  
2014 ten tan g  R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah 
D aerah  (RPJMD) Provinsi Ja w a  T engah T ah u n  2013-2018 
(Lem baran D aerah Provinsi Ja w a  Tengah T ahun  2014 
Nomor 5, T am bahan  Lem baran D aerah  Provinsi Jaw a  
T engah Nomor 65);

13. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 13 T ahun  2006 
ten tan g  Pedom an Pengelolaan K euangan D aerah 
sebagaim ana  telah  d iubah  beberapa  kali te rak h ir dengan 
P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 21 T ahun  2011 
ten tan g  P eru b ah an  K edua A tas P e ra tu ran  M enteri Dalam  
Negeri Nomor 13 T ahun  2006 ten tan g  Pedom an Pengelolaan 
K euangan D aerah;
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Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana climaksud dalarn Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang rnenjadi kewenangan Daerah Otonorn. 

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan 
Dae rah. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI 
PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2017. 

MEMUTUSKAN : 

Pasal 1 

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
barang/jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. 

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 158); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 159); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nornor 159); 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 
Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan 
U saha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 296); 

14. P e ra tu ran  Kepala Lem baga K ebijakan Pengadaan 
b a ra n g /ja sa  Pem erin tah  nom or 13 ta h u n  2013 ten tang  
Pedom an T ata  C ara Pengadaan  B a ra n g /J a s a  di Desa.

15. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 113 T ahun  2014 
ten tan g  Pengelolaan K euangan D esa (Berita Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 2093);

16. P e ra tu ra n  M enteri Desa, P em bangunan  D aerah  Tertinggal 
D an T ransm igrasi Nomor 1 T ahun  2015 ten tan g  Pedom an 
K ew enangan B erdasarkan  H ak Asai U sui d an  Kewenangan 
Lokal B erskala  D esa (Berita Negara Republik Indonesia 
T ah u n  2015 Nomor 158);

17. P e ra tu ran  M enteri Desa, P em bangunan  D aerah  Tertinggal 
d an  T ransm igrasi Nomor 2 T ah u n  2015  ten tan g  Pedom an 
T ata  Tertib D an M ekanism e Pengam bilan K eputusan  
M usyaw arah  D esa (Berita Negara R epublik  Indonesia  T ahun  
2015  Nomor 159);

18. P e ra tu ran  M enteri Desa, P em bangunan  D aerah  Tertinggal 
d an  T ransm igrasi Nomor 3 T ah u n  2015 ten tang  
P endam pingan  D esa (Berita N egara R epublik Indonesia 
T ah u n  2015 Nomor 159);

19. P e ra tu ran  M enteri Desa, P em bangunan  D aerah  Tertinggal 
d an  T ransm igrasi Nomor 4 T ahun  2015 ten tan g  Pendirian, 
P en g u ru san  D an Pengelolaan, D an P em bubaran  B adan 
U saha  Milik D esa (Berita Negara R epublik Indonesia  T ahun  
2015  Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam  P era tu ran  G u b e rn u r ini yang d im aksud  dengan  :

1. D aerah ad a lah  Provinsi Ja w a  Tengah.

2. Pem erin tahan  D aerah  ad a lah  Pem erin tah  D aerah  d an  Dewan Perwakilan 
Rakyat D aerah  Provinsi Ja w a  Tengah yang m enyelenggarakan u ru sa n  
pem erin tahan  m e n u ru t a sa s  otonom i dan  tu g as p em b an tu an  dengan 
prinsip  otonom i se lu as-lu asn y a  dalam  sistem  d an  prinsip  Negara 
K esatuan  R epublik Indonesia  sebagaim ana d im aksud  dalam  Undang- 
U ndang D asar N egara R epublik Indonesia  T ahun  1945.

3. Pem erin tah  D aerah  ad a lah  G ubernu r sebagai u n s u r  penyelenggaraan 
Pem erin tah  D aerah  yang  m em im pin p e lak san aan  u ru sa n  pem erin tahan  
yang m enjadi kew enangan  D aerah  Otonom.

4. G ubernu r ad a lah  G ub ern u r Ja w a  Tengah.

5. Perangkat D aerah  ad a lah  u n s u r  pem b an tu  G u b ern u r d an  DPRD dalam  
penyelenggaraan u ru s a n  pem erin tahan  yang m enjadi kew enangan 
D aerah.
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6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa 
Tengah. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Provinsi Jawa Tengah. 

8. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat 
daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 

9. Petugas Teknis Kecamatan adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah 
bidang pekerjaan umum atau petugas kecamatan yang membidangi 
urusan teknis bidang pekerjaan umum yang berkedudukan di kecamatan. 

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Jawa Tengah yang 
selanjutnya disebut Desa, yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah. 

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. 

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan 
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Perrnusyawaratan 
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

15. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut nama 
lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, 
Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program Kegiatan dan 
kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/ atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan 
di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa 
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan 
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan 
keadilan sosial. 

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 

18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung 
jawaban keuangan desa. 

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 

6 . Pem erintah K abupaten  adalah  Pem erin tah  K abupaten  di Provinsi Jaw a  
Tengah.

7. K ecam atan ad a lah  w ilayah kerja  cam at di Provinsi Ja w a  Tengah.

8 . C am at ad a lah  kepala  kecam atan  selaku  kepala  sa tu a n  kerja  perangkat 
daerah  k ab u p a ten  di Pro vinsi Ja w a  Tengah.

9. Petugas Teknis K ecam atan  adalah  kepala U nit P e laksana  Teknis D aerah 
bidang pekerjaan  u m u m  a ta u  petugas k ecam atan  yang m em bidangi 
u ru sa n  tekn is b idang pekerjaan  um um  yang b erk ed u d u k an  di kecam atan .

10. Desa ad a lah  k e sa tu a n  m asy arak a t h u k u m  di Provinsi Ja w a  Tengah yang 
se lan ju tnya  d iseb u t D esa, yang memiliki b a ta s  w ilayah yang berw enang 
u n tu k  m en g a tu r d an  m engurus u ru sa n  p em erin tah an , kepentingan 
m asyaraka t se tem pat b e rd asa rk an  p rak a rsa  m asyaraka t, h ak  asai usu i, 
d a n /a ta u  h a k  trad isional yang diakui dan  d ihorm ati dalam  sistem  
Pem erin tahan  N egara K esatuan  Republik Indonesia.

11. Pem erin tahan  D esa ad a lah  penyelenggaraan u ru s a n  p em erin tahan  dan  
kepentingan  m asy arak a t se tem pat dalam  sistem  p em erin tahan  Negara 
K esatuan  R epublik Indonesia  di Provinsi Ja w a  Tengah.

12. Pem erintah D esa ad a lah  Kepala D esa a ta u  yang d iseb u t dengan  n am a lain 
d ib an tu  p eran g k a t D esa sebagai u n s u r  penyelenggara P em erin tahan  Desa.

13. B adan P erm usyaw ara tan  D esa a ta u  yang d iseb u t dengan  n am a lain 
adalah  lem baga yang  m elaksanakan  fungsi pem erin tahan  yang 
anggotanya m eru p ak an  wakil dari p en d u d u k  D esa berdasarkan  
keterw akilan w ilayah d an  d ite tapkan  secara  dem okrasi.

14. M usyaw arah D esa a ta u  yang d isebu t dengan  n am a  lain adalah  
m usyaw arah  a n ta ra  B adan  P erm usyaw aratan  Desa, Pem erin tah  Desa, dan  
u n su r  m asy arak a t yang  d iselenggarakan oleh B adan  P erm usyaw aratan  
Desa u n tu k  m enyepakati hai yang bersifa t strategis.

15. M usyaw arah p e ren can aan  pem bangunan  d esa  a ta u  yang d isebu t nam a 
lain ad a lah  M usyaw arah a n ta ra  B adan  P erm usyaw ara tan  Desa, 
Pem erintah D esa d an  u n s u r  M asyarakat yang  d iselenggarakan  oleh 
Pem erintah D esa u n tu k  m enetapkan  Prioritas, Program , Kegiatan dan  
k e b u tu h a n  p em b an g u n an  desa  yang d idanai oleh A nggaran P endapatan  
dan  B elanja D esa, Sw adaya M asyarakat D esa d a n /a ta u  Anggaran 
P endapatan  d an  B elanja D aerah  K abupaten /K ota .

16. Pem bangunan  P artis ipa tif adalah  su a tu  sistem  pengelolaan pem bangunan  
di D esa d an  k aw asan  p erd esaan  yang d ikoord inasikan  oleh Kepala Desa 
dengan m engedepankan  kebersam aan , kekeluargaan  dan  
kegotongroyongan g u n a  m ew ujudkan p e n g aru su ta m a a n  perdam aian  dan  
keadilan  sosial.

17. P era tu ran  D esa ad a lah  p e ra tu ran  p eru n d an g -u n d an g an  yang d ite tapkan  
oleh Kepala D esa setelah  d ibahas dan  d isepakati bersam a B adan 
Perm usyaw aratan  Desa.

18. P em bangunan  D esa ada lah  upaya  pen ingkatan  k u a litas  h idup  dan  
keh idupan  u n tu k  sebesar-besarnya  k ese jah te raan  m asy arak a t desa.

19. K euangan D esa ad a lah  sem ua  h ak  dan  kew ajiban D esa yang d ap a t dinilai 
dengan u an g  se rta  segala se su a tu  b e ru p a  u an g  d an  barang  yang 
b e rh u b u n g an  dengan  p e lak san aan  h ak  d an  kew ajiban Desa.

20. Pengelolaan K euangan D esa adalah  k ese lu ru h an  keg iatan  yang m eliputi 
p eren can aan , p e la k sa n a a n , p e n a ta u sa h a a n , p elaporan  d an  pertanggung- 
jaw aban  keu an g an  desa.

21. Pem berdayaan M asyarakat D esa ada lah  up ay a  m engem bangkan 
kem andirian  d an  kese jah te raan  m asy arak a t dengan  m eningkatkan  
pengetahuan , sikap  keteram pilan , perilaku , kem am puan , k esadaran , serta  
m em anfaatkan  su m b er daya m elalui p en e tap an  kebijakan, program ,

/ I



kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 
disingkat RPJMDes adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat 
rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka 
waktu 6 (enam) tahun. 

23. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi 
Jawa Tengah tahun 2017. 

24. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 
APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima 
bantuan tahun 2017. 

25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa 
atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 

26. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi 
urusan administrasi keuangan desa. 

27. Rekening Kas Desa adalah rekening bank tempat menyimpan uang 
Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran 
Desa. 

28. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang 
bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugas terkait dengan Bantuan 
Keuangan kepada Pemerintah Desa. 

29. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat 
Bankeu Pemdes adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang. 

30. Sarana Prasarana Perdesaan adalah Segala sesuatu yang berupa syarat 
atau upaya yang berwujud fisik yang clipakai sebagai alat atau media 
dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama 
terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat 
desa. 

31. Desa Berdikari adalah Desa yang Mandiri dalam Pemenuhan kebutuhan 
dasar (pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan), mampu 
menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri, adil dan 
berdaulat dalam pengambilan keputusan menyangkut hajat hidup 
warganya melalui rembugan dengan memperhatikan kelestarian 
lingkungan, kearifan dan budaya Iokal, mampu bekerja sama setara 
dengan pihak lain atau mampu berjejaring dan bergotong royong dalam 
satu kesatuan kawasan. 

32. Ketahanan Masyarakat Desa adalah Kondisi clinamis kehidupan sosial, 
ekonomi, budaya, lingkungan, dan kesehatan masyarakat Desa berbasis 
kebersamaan dalam pemerintahan desa. 

33. Pasar Desa adalah Pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan 
dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa. 

34. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi 
tradisional yang efisien dalam hal pembiayaan, yang dikembangkan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun Masyarkat yang 
menunjang pemberdayaan masyarakat. 

35. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah 
badan usaha yang bercirikan desa, yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung 
yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, 

kegiatan, d an  pendam pingan  yang sesua i dengan  esensi m asalah  dan  
prioritas k e b u tu h a n  m asy arak a t Desa.

22. R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D esa yang  se lan ju tnya 
disingkat RPJM Des ad a lah  R encana Kerja dan  A nggaran yang m em uat 
rincian k e b u tu h a n  d a n a  u n tu k  pem bangunan  keg iatan  u n tu k  jangka  
w aktu  6  (enam) tah u n .

23. A ngaran P en d ap a tan  dan  B elanja D aerah  yang  se lan ju tnya  d isingkat 
dengan APBD ad a lah  anggaran  p en d ap a tan  d an  belan ja  daerah  Provinsi 
Jaw a  Tengah ta h u n  2017.

24. Anggaran P en d ap atan  Dan Belanja D esa yang se lan ju tnya  d isingkat 
APBDes ad a lah  A nggaran P endapatan  d an  B elanja D esa penerim a 
b a n tu a n  ta h u n  2017.

25. Pem egang K ekuasaan  Pengelolaan K euangan D esa ad a lah  Kepala Desa 
a ta u  seb u tan  n am a  lain  yang k a ren a  ja b a ta n n y a  m em punyai kew enangan 
m enyelenggarakan k ese lu ru h an  pengelolaan k eu an g an  desa.

26. B endahara  D esa ad a lah  u n s u r  s ta f sek re ta ria t d esa  yang m em bidangi 
u ru sa n  adm in istras i k euangan  desa.

27. Rekening Kas D esa adalah  rekening b an k  tem p at m enyim pan uang  
Pem erintah D esa yang m enam pung  se lu ru h  penerim aan  dan  pengeluaran  
Desa.

28. Perangkat D aerah  ad a lah  Perangkat D aerah Provinsi Ja w a  Tengah yang 
bertanggung jaw ab  sesua i dengan bidang tugas te rk a it dengan B an tuan  
K euangan kepada  Pem erin tah  Desa.

29. B an tu an  K euangan kepada  Pem erin tah  D esa yang se lan ju tnya  d isingkat 
B ankeu Pem des ad a lah  b a n tu a n  k euangan  dari Pem erin tah  Provinsi 
Jaw a  Tengah kep ad a  Pem erin tah  D esa yang berw ujud uang.

30. S a ran a  P ra sa ran a  P erdesaan  ada lah  Segala se su a tu  yang  be ru p a  syarat 
a ta u  up ay a  yang  berw ujud  fisik yang d ipakai sebagai a la t a ta u  m edia 
dalam  m encapai m ak su d  dan  tu ju a n  se rta  m eru p ak an  penun jang  u tam a  
terselenggaranya pem bangunan  desa, penyelenggaraan  pem erin tahan  
desa, pem binaan  kem asy arak a tan  desa  d an  pem berdayaan  m asyarakat 
desa.

31. Desa Berdikari ad a lah  D esa yang M andiri dalam  P em enuhan  k eb u tu h an  
d asa r (pangan, p ap an , energi, pendid ikan  d an  kesehatan), m am pu 
m enyelesaikan persoalan  a ta s  d a sa r kem am puan  sendiri, adii dan  
b erdau la t da lam  pengam bilan  k e p u tu san  m enyangku t ha ja t h idup 
w arganya m elalui rem bugan  dengan m em perha tikan  kelestarian  
lingkungan, kearifan  d an  budaya lokal, m am pu  bekerja  sam a se ta ra  
dengan p ihak  lain  a ta u  m am pu berjejaring d an  bergotong royong dalam  
sa tu  k e sa tu a n  kaw asan .

32. K etahanan  M asyarakat D esa adalah  Kondisi d inam is keh idupan  sosial, 
ekonomi, budaya, lingkungan, dan  k eseh a tan  m asy arak a t D esa berbasis 
kebersam aan  dalam  pem erin tah an  desa.

33. P asar D esa ad a lah  P asar trad isional yang b e rk ed u d u k an  di desa  dan  
dikelola se rta  d ikem bangkan  oleh Pem erintah D esa dan  m asy arak a t desa.

34. Teknologi T epat G u n a  yang se lan ju tnya  d isingkat TTG ad alah  teknologi 
trad isional yang efisien dalam  hai pem biayaan, yang d ikem bangkan  oleh 
Pem erintah, P em erin tah  D aerah, Sw asta, m au p u n  M asyarkat yang 
m enun jang  pem berdayaan  m asyarakat.

35. B adan U saha  Milik D esa yang se lan ju tnya  d isingkat BUMDes adalah  
badan  u sa h a  yang bercirikan  desa, yang se lu ru h  a ta u  sebagian besar 
m odalnya dimiliki oleh D esa m elalui penyertaan  m odal secara  langsung 
yang berasa l dari kekayaan  D esa yang d ip isahkan , g u n a  m engelola aset,



(1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk 
dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa 
dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat 
desa dan penanggulangan kemiskinan. 

(2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan: 
a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan; 
b. Rintisan Desa Berdikari; 
c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa; dan 
d. Operasional KPMD. 

(3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke 
Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBDes. 

(4) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan 
yang telah tercantum dalam perencanaan pembangunan desa. 

(5) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk 
biaya operasional dan/ atau administrasi kegiatan maksimal 5% (lima 
persen) dari pagu anggaran kegiatan. 

(6) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif 
melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan 
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya. 

jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa. 

36. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD 
adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan 
untuk menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan 
masyarakat dan pembangunan partisipatif yang ditetapkan dengan 
keputusan kepala desa. 

37. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan 
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan 
evaluasi pelaksanaan. 

38. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim 
pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang 
terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat yang ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa dan/ atau sebagaimana ditetapkan dalam 
peraturan Bupati tentang pengelolaan Keuangan Desa. 

39. Pembangunan adalah membuat bangunan baru dari tidak ada menjadi 
ada atau bersifat rehabilitasi. 

40. Rehabilitasi adalah kegiatan pemulihan suatu keadaan menjadi seperti 
semula. 

41. SIPPD adalah sistim informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai 
tempat menyalurkan usulan rencana kegiatan dari berbagai pihak yang 
dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Jawa Tengah. 

BAB II 
BANTUAN KEUANGAN 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal2 

ja s a  pelayanan , d an  u sa h a  lainnya dalam  ran g k a  m eningkatkan  
kese jah teraan  m asy arak a t desa.

36. Kader Pem berdayaan  M asyarakat D esa yang se lan ju tn y a  d isingkat KPMD 
adalah  anggota m asy arak a t desa  yang m em iliki pen g etah u an , kem am puan  
u n tu k  m enggerakan  m asy arak a t berpartis ipasi dalam  pem berdayaan 
m asyaraka t d an  p em bangunan  p artis ipa tif yang d ite tapkan  dengan 
k e p u tu san  kepala  desa.

37. Pem binaan ad a lah  pem berian  pedom an, s ta n d a r  pe laksanaan , 
perencanaan , penelitian , pengem bangan, b im bingan, pendid ikan  dan  
pela tihan , k onsu ltasi, supervisi, m onitoring, pengaw asan  um um  dan 
evaluasi p e laksanaan .

38. Tim Pengelola K egiatan yang se lan ju tnya  d isingkat TPK adalah  tim  
p e laksana  keg iatan  B an tu an  K euangan kepada  Pem erin tah  D esa yang 
terdiri dari u n s u r  P em erin tah  D esa d an  M asyarakat yang  d ite tapkan  
dengan K epu tu san  Kepala D esa d a n /a ta u  sebagaim ana  d ite tapkan  dalam  
p e ra tu ran  B upati ten tan g  pengelolaan K euangan Desa.

39. P em bangunan  ad a lah  m em buat b an g u n an  b a rn  dari tidak  ada  m enjadi 
ada  a ta u  bersifa t rehabilitasi.

40. Rehabilitasi ad a lah  keg iatan  pem ulihan  su a tu  k ead aan  m enjadi seperti 
sem ula.

41. SIPPD adalah  sistim  inform asi p e rencanaan  p em b an g u n an  d aerah  sebagai 
tem pat m enyalu rkan  u su la n  ren can a  keg iatan  dari berbagai p ihak  yang 
dibiayai dari d a n a  A nggaran P endapatan  dan  B elanja D aerah Provinsi 
Jaw a  Tengah.

(1) B an tu an  K euangan kepada  Pem erin tah  D esa d iberikan  sebagai ben tuk  
du k u n g an  Pem erin tah  Provinsi Jaw a  Tengah kepada  Pem erin tah  Desa 
dalam  ran g k a  p e rcep a tan  pem bangunan  desa, pem berdayaan  m asyarakat 
desa  d an  penanggu langan  kem iskinan.

(2) B an tuan  K euangan kepada  Pem erin tah  D esa sebagaim ana  d im aksud  pada 
ayat (1) d igunakan  u n tu k  m em biayai kegiatan:

a. Pen ingkatan  S a ran a  P ra sa ran a  Perdesaan;

b. R in tisan  D esa Berdikari;
c. P en ingkatan  K etahanan  M asyarakat Desa; dan

d. O perasional KPMD.

(3) B an tuan  K euangan kepada  Pem erin tah  D esa d itran sfe r langsung  ke 
Rekening Pem erin tah  D esa dan  d ianggarkan  dalam  APBDes.

(4) B an tuan  K euangan kepada  Pem erin tah  D esa u n tu k  m em biayai kegiatan 
yang telah  te rcan tu m  dalam  p erencanaan  pem b an g u n an  desa.

(5) B an tuan  K euangan K epada Pem erin tah  D esa d a p a t d igunakan  u n tu k  
biaya operasional d a n /a ta u  adm in istrasi keg iatan  m aksim al 5% (lima 
persen) dari pagu  anggaran  kegiatan.

(6 ) Pem erintah K abupaten dan  Kecam atan m em fasilitasi se rta  berperan  aktif 
m elakukan  pem binaan , pengendalian  d an  pengaw asan  te rh ad ap  kegiatan 
B an tuan  K euangan kepada  Pem erin tah  D esa sesu a i kew enangannya.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Bagian K esatu 

Um um  

Pasal 2



Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang Infrastruktur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk: 

a. pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/ jembatan desa/ jalan usaha 
tani/ jalan produksi/ bangunan pelengkap jalan; 

b. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan embung desa; 
c. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarna 

lingkungan desa. 
d. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi tingkat 

usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES); 

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana 
prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a 
meliputi: 
a. bidang Infrastruktur; 
b. bidang Ekonomi; 
c. bidang Kesehatan; 
d. bidang Pendidikan; 
e. bidang Sosial Budaya. 

Bagian Kedua 
Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan 

Pasal 4 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Desa mengusulkan rencana kegiatan pembangunan desa 
dan/ atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai dari dana 
APBD. 

(2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara 
online melalui aplikasi SIPPD dengan dilampiri proposal kegiatan. 

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 
penunjang perencanaan, pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan 
pengembangan daerah dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, 
kependudukan dan pencatatan sipil. 

(4) Usulan rencana kegiatan setelah mendapatkan rekomendasi dari 
perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) diusulkan untuk 
dibiayai dari APBD. 

(5) Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Desa ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur. 

(7) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan sesuai kemampuan APBD. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian bantuan keuangan 
kepada pemerintah desa di Provinsi Jawa Tengah diatur lebih lanjut oleh 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan 
masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil. 

Paragraf 1 
Infrastruktur 

PasalS 

(7) B an tu an  keuangan  kepada  Pem erin tah  D esa sebagaim ana  d im aksud  pada 
ayat (1) d iberikan  sesua i kem am puan  APBD.

(8 ) K etentuan  lebih lan ju t m engenai tekn is pem berian  b a n tu a n  keuangan  
kepada pem erin tah  d esa  di Provinsi Ja w a  Tengah d ia tu r  lebih lan ju t oleh 
Perangkat D aerah  yang  m elaksanakan  u ru s a n  b idang pem berdayaan 
m asyarakat, desa , k ep en d u d u k an  dan  p en ca ta tan  sipil.

Pasal 3

(1) Pem erintah D esa m engusu lkan  ren can a  keg iatan  pem b an g u n an  desa  
d a n /a ta u  pem berdayaan  m asy arak a t D esa yang a k an  dibiayai dari dan a  
APBD.

(2) R encana keg iatan  sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) d iu su lk an  secara  
online m elalui ap likasi SIPPD dengan dilam piri p roposai kegiatan.

(3) U sulan ren can a  keg iatan  sebagaim ana d im ak su d  pad a  ayat (1) 
d ikoord inasikan  oleh Perangkat D aerah yang m elak san ak an  fungsi 
penunjang perencanaan, pem bangunan dan  fungsi penunjang penelitian dan 
pengem bangan daerah  d an  diverifikasi oleh P erangkat D aerah yang 
m elaksanakan  u ru s a n  bidang pem berdayaan  m asyarakat, desa, 
kepen d u d u k an  d an  p en ca ta tan  sipil.

(4) U sulan ren can a  keg iatan  setelah  m en d ap a tk an  rekom endasi dari 
perangkat d ae rah  sebagaim ana  d im aksud  aya t (6 ) d iu su lk an  u n tu k  
dibiayai dari APBD.

(5) Penerim a B a n tu a n  K euangan Pem erin tah  D esa d ite tap k an  dengan 
K epu tusan  G ubernur.

B agian K edua

Pen ingkatan  S a ran a  P ra sa ran a  Perde saan  

Pasal 4

B an tuan  keu an g an  k ep ad a  pem erin tah  desa  u n tu k  pen ingkatan  sa ran a  
p ra sa ra n a  p e rd esaan  sebagaim ana  d im aksud  dalam  p asa l 2 ayat (2 ) h u ru f  a 
meliputi:

a. bidang In fras tru k tu r;
b. bidang Ekonomi;
c. bidang K esehatan;
d. bidang Pendidikan;
e. bidang Sosial B udaya.

P a ra g ra f1 

In fras tru k tu r 

Pasal 5

B an tuan  keu an g an  kepada  pem erin tah  desa  bidang In fra s tru k tu r  sebagaim ana
dim aksud  dalam  Pasal 4 h u ru f  a u n tu k  :

a. pem bangunan  a ta u  rehab ilitasi ja lan  d e sa /je m b a ta n  d e sa /ja la n  u sa h a  
ta n i/ja la n  p ro d u k s i/b a n g u n a n  pelengkap ja lan ;

b. pem bangunan  a ta u  rehab ilitasi a ta u  pem eliharaan  em bung  desa;

c. pem bangunan  a ta u  rehab ilitasi a ta u  pem eliharaan  sa ra n a  p rasa rn a  
lingkungan desa.

d. pem bangunan  a ta u  rehab ilitasi a ta u  pem eliharaan  ja rin g an  irigasi tingkat 
u sa h a  tan i (JITU T)/jaringan irigasi de sa  (JIDES);

/ I



Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk bidang sosial budaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e untuk: 
a. pembangunan atau penyediaan sarana prasarana kesenian desa; 

Paragraf 5 
Sosial Budaya 

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk bidang pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diprioritaskan untuk pengadaan 
sarana prasarana perpustakaan desa atau taman bacaan. 

Paragraf 4 
Pendidikan 

Pasal8 

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bidang kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk: 
a. Pembangunan · atau rehabilitasi atau pemeliharaan atau penyediaan 

sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); 
b. Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan Poliklinik Kesehatan 

Desa (PKD); 
c. Penyediaan sarana penunjang kegiatan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD). 
d. Pembangunan jamban. 

Paragraf 3 
Kesehatan 

Pasal 7 

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk: 

a. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan pasar desa dan atau 
kios desa; 

b. pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan 
ikan dan tambatan perahu; 

c. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan lumbung pangan desa; 
d. Pembangunan atau rehabilitasi kantor BUMDes. 

Paragraf 2 
Ekonomi 
Pasal6 

e. pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya 
perikanan; 

f. pembangunan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/ 
energi mandiri. 

g. Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih. 

Pasal9 

e. pem bangunan  a ta u  rehab ilitasi se rta  pengelolaan sa lu ran  u n tu k  budidaya 
perikanan;

f. p em bangunan  a ta u  rehab ilitasi sa ra n a  penghasil energi b a rn  te rb a ru k a n / 
energi m andiri.

g. Pem bangunan  a ta u  rehab ilitasi sa ra n a  p ra sa ra n a  a ir bersih .

Paragraf 2 

Ekonom i 

Pasal 6

B an tuan  k euangan  kepada  pem erin tah  desa  b idang ekonom i sebagaim ana
dim aksud  dalam  Pasal 4 h u ru f  b un tuk :

a. pem bangunan  a ta u  rehab ilitasi a ta u  pem eliharaan  p a sa r  desa  dan  a tau  
kios desa;

b. pem bangunan  a ta u  rehab ilitasi tem pat pelelangan ikan , pem ancingan 
ikan dan  tam b a ta n  perahu ;

c. pem bangunan  a ta u  rehab ilitasi a ta u  pem eliharaan  lum bung  pangan  desa;

d. Pem bangunan  a ta u  rehab ilitasi k an to r BUMDes.

Paragraf 3 

K esehatan 

Pasal 7

B an tuan  K euangan k ep ad a  Pem erin tah  D esa b idang k eseh a tan  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 4 h u ru f  c u n tu k :

a. Pem bangunan  a ta u  rehab ilitasi a ta u  pem eliharaan  a ta u  penyediaan 
sa ran a  p ra sa ra n a  Pos Pelayanan T erpadu  (Posyandu);

b. Pem bangunan  a ta u  rehab ilitasi a ta u  pem eliharaan  Poliklinik K esehatan 
D esa (PKD);

c. Penyediaan sa ra n a  p enun jang  kegiatan Poliklinik K esehatan  D esa (PKD).

d . Pem bangunan  j a m b a n .

Paragraf 4 

Pendidikan 

Pasal 8

B an tuan  keu an g an  kepada  pem erin tah  desa  u n tu k  bidang pendidikan 
sebagaim ana d im ak su d  dalam  Pasal 4 h u ru f  d d ip rio ritaskan  u n tu k  pengadaan  
sa ran a  p ra sa ra n a  p e rp u s ta k a a n  desa  a ta u  tam an  bacaan .

Paragraf 5 

Sosial B udaya

Pasal 9

B an tuan  k euangan  kepada  pem erin tah  desa  u n tu k  b idang sosial budaya 
sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 4 h u ru f  e u n tu k :

a. pem bangunan  a ta u  penyediaan  sa ran a  p ra sa ra n a  kesen ian  desa;
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Pasal 13 
Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 digunakan untuk 
membiayai kegiatan: 

a. Penyertaan modal dan peningkatan kapasitas bagi pengelolaan BUMDes. 
b. Penyediaan bahan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Lumbung 

Desa) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD). 
c. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (Peralatan, 

Bimbingan dan Pelatihan). 
d. Pemberian modal usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok 

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK). 

e. Permodalan Simpan Pinjam melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam 
(UED-SP). 

f. Permodalan simpan pinjam melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD). 
g. Penyediaan makanan tambahan pada kegiatan Posyandu. 

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan ketahanan 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan 
kepada semua Desa di Jawa Tengah. 

Bagian Keempat 
Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa 

Pasal 12 

(1) Bantuan keuangan untuk rintisan desa berdikari penggunaannya 
diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan 
berpedoman pada ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dengan 
memperhatikan kepentingan dan kebutuhan kelompok usaha ekonomi 
produktif. 

(2) Penetapan besaran nominal dan jumlah desa penerima bantuan keuangan 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal 11 

(1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rintisan desa berdikari 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, digunakan untuk 
pengembangan ekonomi produktif pada lokasi rintisan desa berdikari. 

(2) Pengembangan ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif yang telah 
dirintis pada tahun anggaran 2015 dan/atau 2016. 

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipergunakan 
untuk pengadaan peralatan kerja, bahan produksi, tidak termasuk untuk 
simpan pinjam atau usaha dagang maupun peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia. 

Pasal 10 

b. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan atau penyediaan 
sarana prasarana sanggar anak. 

Bagian Ketiga 
Rin tisan Desa Berdikari 

b. pem bangunan  a ta u  rehab ilitasi a ta u  pem eliharaan  a ta u  penyediaan 
sa ran a  p ra sa ra n a  sanggar anak .

Bagian Ketiga 

R intisan  D esa B erdikari

Pasal 10

(1) B an tuan  keu an g an  kepada  pem erin tah  desa  u n tu k  rin tisan  desa  berdikari 
sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 2 ayat (2) h u ru f  b, d igunakan  u n tu k  
pengem bangan ekonom i p roduk tif pada  lokasi r in tisan  desa  berdikari.

(2) Pengem bangan ekonom i p roduk tif sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 
u n tu k  m engem bangkan  kelom pok u sa h a  ekonom i p roduk tif yang telah 
dirin tis pad a  ta h u n  anggaran  2015 d a n /a ta u  2016.

(3) B an tuan  keu an g an  sebagaim ana  d im aksud  ayat (1) d a p a t d ipergunakan  
u n tu k  pengadaan  p e ra la tan  kerja, b ah an  p roduksi, tidak  te rm asu k  u n tu k  
sim pan pinjam  a ta u  u sa h a  dagang m au p u n  pen ingka tan  kapasitas 
sum ber daya m anusia .

Pasal 11

(1) B an tu an  keu an g an  u n tu k  rin tisan  desa  berd ikari penggunaannya 
d iserahkan  sep en u h n y a  kepada  pem erin tah  d esa  penerim a b a n tu a n  
berpedom an p ad a  k e te n tu an  pasal 10 ayat (1) d an  ayat (3) dengan 
m em perhatikan  kepen tingan  dan  k e b u tu h a n  kelom pok u sa h a  ekonomi 
produktif.

(2) Penetapan  b e sa ra n  nom inai dan  ju m lah  desa  penerim a b a n tu a n  keuangan  
d ite tapkan  dengan  K epu tusan  G ubernur.

Bagian Keem pat

Pen ingkatan  K etahanan  M asyarakat D esa 

Pasal 12

B an tuan  k euangan  kepada  pem erin tah  desa  u n tu k  pen ingka tan  k e tah an an  
m asyarakat sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 2 ayat (2) h u ru f  c, diberikan 
kepada sem ua D esa di Ja w a  Tengah.

Pasal 13

B esaran  b a n tu a n  k eu an g an  sebagaim ana d im aksud  Pasal 12 d igunakan  u n tu k  
m em biayai kegiatan:

a. Penyertaan  m odal d an  pen ingkatan  k ap asitas  bagi pengelolaan BUMDes.

b. Penyediaan b a h an  p angan  yang dikelola oleh Pem erin tah  D esa (Lumbung 
Desa) sebagai C adangan  Pangan Pem erin tah  D esa (CPPD).

c. Pengem bangan d an  P enerapan  Teknologi T epat G u n a  (Peralatan, 
B im bingan d an  Pelatihan).

d. Pem berian m odal u s a h a  ekonom i p roduk tif yang dikelola oleh kelom pok 
U saha P en ingkatan  P endapatan  K eluarga-Pem berdayaan dan  
K esejahteraan  K eluarga (UP2K-PKK).

e. Perm odalan S im pan Pinjam  m elalui U saha Ekonom i D esa-S im pan Pinjam 
(UED-SP).

f. Perm odalan sim pan  pinjam  m elalui Lem baga K euangan D esa (LKD).
g. Penyediaan m ak a n an  tam b ah an  pada  keg iatan  Posyandu.
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(1) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa diatur sebagai 
berikut: 
a. Dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa digunakan sesuai 

dengan proposal yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan 

Pasal 17 

Bagian Ketujuh 
Pelaksanaan 

(1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 
dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat 
melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam APBDes. 

(2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan 
yang dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan. 

(3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan dalam proposal. 

(4) Khusus kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 5, 
gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya dalam proposal diketahui / 
diverifikasi oleh Kepala UPTD bidang pekerjaan umum atau petugas 
teknis kecamatan. 

Bagian Keenam 
Perencanaan 

(1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk biaya operasional KPMD 
diberikan kepada semua desa di Provinsi Jawa Tengah. 

(2) Besaran bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) 
diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah. 

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk 
biaya operasional KPMD dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat 
desa. 

Pasal 15 

Bagian Kelima 
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Peningkatan 
Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf h, i, j, k 
dan 1 dapat diberikan sepanjang belum diusulkan dan teranggarkan pada 
bantuan keuangan untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan 
sebagaimana dimaksud Pasal 5. 

Pasal 14 

h. Pembangunan atau rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. 
1. Pembangunan jamban keluarga. 
J. Pembangunan atau rehabilitasi kantor BUMDes. 
k. Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih. 
1. Pembangunan atau rehabilitasi embung desa. 

Pasal 16 

h. Pem bangunan  a ta u  rehab ilitasi R um ah Tidak Layak Huni.

i. P em bangunan  jam b a n  keluarga.

j. P em bangunan  a ta u  rehab ilitasi k an to r BUMDes.

k. P em bangunan  a ta u  rehab ilitasi sa ra n a  p ra sa ra n a  a ir bersih .

l. P em bangunan  a ta u  rehab ilitasi em bung desa.

Pasal 14

B an tuan  k eu an g an  k ep ad a  Pem erin tah  D esa u n tu k  keg iatan  Peningkatan 
K etahanan M asyarakat D esa sebagaim ana d im aksud  Pasal 13 h u ru f  h, i, j, k 
dan  1 d ap a t d iberikan  sepan jang  belum  d iu su lk an  d an  teranggarkan  pada 
b a n tu a n  k euangan  u n tu k  pen ingkatan  sa ra n a  p ra sa ra n a  perdesaan  
sebagaim ana d im aksud  Pasal 5.

Bagian Kelima

R ader Pem berdayaan M asyarakat D esa 

Pasal 15

(1) B an tuan  k euangan  kepada  pem erin tah  d esa  u n tu k  b iaya operasional KPMD 
diberikan  kepada  sem u a  desa  di Provinsi Ja w a  Tengah.

(2) B esaran  b a n tu a n  keu an g an  kepada  desa  sebagaim ana  d im aksud  ayat (1) 
d iberikan  sesu a i k em am puan  keuangan  D aerah.

(3) B an tuan  keu an g an  sebagaim ana  d im aksud  ayat (1) d ipergunakan  u n tu k  
biaya operasional KPMD dalam  pendam pingan  pem berdayaan  m asyarakat 
desa.

Bagian Keenam 

P erencanaan

Pasal 16

(1) Perencanaan kegiatan B an tuan  Keuangan kepada Pem erintah Desa 
d ilaksanakan secara partisipatif oleh Pem erintah D esa bersam a m asyarakat 
melalui M usyaw arah D esa yang d ituangkan dalam  APBDes.

(2) P erencanaan  keg ia tan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) d iu tam akan  
yang d ap a t d ise lesa ikan  pad a  ta h u n  anggaran  yang berkenaan .

(3) B an tu an  K euangan kepada  Pem erin tah  D esa d igunakan  sesua i dengan 
rencana  yang  te lah  d ite tap k an  dalam  p roposai.

(4) K husus keg iatan  b idang  in fra s tru k tu r sebagaim ana  d im aksud  Pasal 5, 
gam bar tekn is d an  R encana A nggaran Biaya dalam  proposai d iketahu i /  
diverifikasi oleh Kepala UPTD bidang pekerjaan  u m u m  a ta u  petugas 
teknis kecam atan .

Bagian K etujuh 

P e laksanaan

Pasal 17

(1) P e laksanaan  b a n tu a n  keuangan  kepada  pem erin tah  de sa  d ia tu r sebagai 
berikut:

a. D ana b a n tu a n  k euangan  kepada pem erin tah  desa  d igunakan  sesuai 
dengan proposai yang  telah  d irencanakan , p e lak san aan n y a  d ilakukan



Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 
ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur 
Jawa Tengah Cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang 
pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil dengan 
tembusan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah paling lambat 
tanggal 10 Januari tahun berikutnya. 

Pasal 21 

Bagian Kesepuluh 
Pela po ran 

(1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sesuai kewenangan wajib 
melakukan fasilitasi dan verifikasi administrasi teknis proposal 
berdasarkan kebutuhan prioritas yang sudah dibahas dalam forum 
Musyawarah Desa. 

(2) Pemerintah provinsi, kabupaten dan kecamatan secara berkala dapat 
melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi atas pelaksanaan 
bantuan keuangan kepada pemerintah desa sesuai kewenangannya. 

Bagian Kesembilan 
Fasilitasi dan Verifikasi 

Pasal 19 

(1) Pengendalian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di tingkat 
Provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah membidangi kegiatan yang 
bersangku tan. 

(2) Pengendalian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Tingkat 
Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah 
Kabupaten pengampu kegiatan terkait dibantu oleh Camat. 

Pasal 20 

Bagian Kedelapan 
Pengendalian 

Pasal 18 
Pelaksanaan pembelanjaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk 
pengadaan barang dan/ atau jasa berpedoman pada ketentuan Peraturan 
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan/ Atau Jasa Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di 
Desa. 

secara swakelola dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah 
Desa penerima bantuan; 

b. Pencairan bantuan keuangan dicairkan langsung 100 % (seratus 
persen) dan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah 
dana masuk pada Rekening Kas Desa. 

Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang 
dialokasikan dalam APBD diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan. 

secara  sw akelola d an  sepenuhnya  m enjadi tanggungjaw ab Pem erintah 
D esa penerim a b a n tu a n ;

b. Pencairan  b a n tu a n  k euangan  d icairkan  langsung  100 % (seratus 
persen) d an  d ilak san ak an  paling lam bat 15 (lima belas) hari setelah 
d a n a  m asu k  p ad a  Rekening Kas Desa.

(2) P elaksanaan  keg iatan  b a n tu a n  keuangan  kepada  pem erin tah  desa  yang 
d ialokasikan  dalam  APBD diselesaikan  p ad a  ta h u n  anggaran  berkenaan.

Pasal 18

P elaksanaan  pem belan jaan  b a n tu a n  keuangan  kepada  Pem erin tah  D esa u n tu k  
pengadaan  barang  d a n /a ta u  ja s a  berpedom an p a d a  k e ten tu an  P era tu ran  
Kepala Lem baga K ebijakan P engadaan  B arang  D an /A tau  J a s a  Pem erintah 
Nomor 13 T ahun  2013 ten tan g  Pedom an T ata  C ara  P engadaan  B aran g / J a s a  Di 
Desa.

Bagian K edelapan 
Pengendalian

Pasal 19

(1) Pengendalian b a n tu a n  keuangan  kepada  P em erin tah  D esa di tingkat 
Provinsi d ilak san ak an  oleh Perangkat D aerah  m em bidangi kegiatan  yang 
bersangku tan .

(2) Pengendalian b a n tu a n  k euangan  kepada Pem erin tah  D esa di Tingkat 
K abupaten  d ilak san ak an  oleh B upati cq. Kepala Perangkat D aerah 
K abupaten  pengam pu  kegiatan  terka it d ib an tu  oleh C am at.

Bagian Kesem bilan 
Fasilitasi d an  Verifìkasi

Pasal 20

(1) Pem erin tah  K abupaten  dan  K ecam atan sesua i kew enangan wajib 
m elakukan  fasilitasi d an  verifìkasi ad m in is tras i tekn is proposai 
b e rd asa rk an  k e b u tu h a n  prioritas yang su d a h  d ib ah as dalam  forum  
M usyaw arah Desa.

(2) Pem erintah provinsi, k a b u p a ten  dan  k ecam atan  secara  berkala  d ap a t 
m elakukan  P em an tau an , Pengaw asan d an  E valuasi a ta s  pe laksanaan  
b a n tu a n  keu an g an  kepada  pem erin tah  desa  sesua i kew enangannya.

B agian K esepuluh 
Pelaporan

Pasal 21

Pem erintah D esa penerim a b a n tu a n  keuangan  sebagaim ana  d im aksud  Pasal 2 
ayat (1) wajib m enyam paikan  laporan  pertanggung jaw aban  kepada  G ubernur 
Jaw a  Tengah Cq. K epala Perangkat D aerah yang m elak san ak an  u ru sa n  bidang 
pem berdayaan m asy arak a t, desa, k ep en d u d u k an  d an  p e n ca ta tan  sipil dengan 
tem busan  kepada  Kepala Biro A dm inistrasi P em bangunan  D aerah  S ekretaria t 
D aerah Provinsi Ja w a  Tengah d an  Kepala P erangkat D aerah yang 
m elak san ak an  fungsi pengelolaan keuangan dan a set daerah paling  lam bat 
tanggal 10 J a n u a r i  ta h u n  berikutnya.

»
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SRI PURYONO KARTO SOEDARMO 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 8 

ttd 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 11 Nopember 2016 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 
JAWA TENGAH, 

GANJAR PRA.Nowo 

Ditetapkan di Semarang 
, pada tanggal 11 Nopember 2016 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

Pasal23 

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku Peraturan Gubernur Nomor 56 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada 
Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2015 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada 
Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2015 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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Pasal 22

Pada sa a t P e ra tu ran  G u b ern u r ini berlaku  P e ra tu ran  G u b ern u r Nomor 56 
T ahun  2015 ten tan g  Pedom an Pem berian B a n tu a n  K euangan Kepada
Pem erintah D esa di Provinsi Ja w a  Tengah (Berita D aerah  Provinsi Jaw a  Tengah 
T ahun  2015 Nomor 56) sebagaim ana  telah  d iubah  dengan  P e ra tu ran  G ubernur 
Nomor 6 6  T ahun  2015  ten tan g  P erubahan  A tas P e ra tu ran  G ub ern u r Nomor 56 
T ahun  2015 ten tan g  Pedom an Pem berian B a n tu a n  K euangan Kepada
Pem erintah D esa di Provinsi Ja w a  Tengah (Berita D aerah  Provinsi Jaw a  Tengah 
T ahun  2015 Nomor 6 6 ), d icab u t d an  d inyatakan  tidak  berlaku  lagi.

Pasal 23

P era tu ran  G u b ern u r ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan .
Agar setiap  orang m engetahu inya  m em erin tahkan  peng u n d an g an  P era tu ran  
G ubernur ini dengan  p enem patannya  dalam  B erita D aerah  Provinsi Jaw a  
Tengah.

D iundangkan  di Sem arang  
pada  tanggal 11 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH,

SRI PURYON

Jabatan Paiat Tgi
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D itetapkan  di Sem arang 
pad a  tanggal 11 Nopember 2016 

GUBERNUR JAWA TENGAH,

*

k GANJAR PRANOWO

RTOSOEDARMO

BERITA DAE PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 48


